
 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 82 TAHUN 2019  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  

NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG  

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS)  

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO  

KOTA SEMARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat yang bermutu dan 

berkualitas, diperlukan pedoman bagi seluruh 

pelaksana layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum 

Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang; 

b. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat agar lebih bermutu dan 

berkualitas, maka perlu meninjau kembali dan 

merevisi Peraturan Walikota Semarang Nomor 7    

Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit 

(Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah 

K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

 dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan 

Peraturan  Walikota Semarang tentang Perubahan 

Atas Peraturan  Walikota Semarang Nomor 7          

Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah  Sakit 

(Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah 

K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang; 

 

 

 

 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5072); 

10. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6398); 

 

 

 



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976  
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-

Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, 

Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di 

Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang 
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 89); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012  Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 



17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 
1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 

Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 
2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 83); 

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13           
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu Kota Semarang Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang        

Nomor 23); 

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/ 
SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib 

Dilaksanakan Daerah; 

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ 

MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan 

Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws); 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 370/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007 

tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium 

Kesehatan; 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 375/MENKES/SK/III/2007 Tahun 2007 

tentang Standar Profesi Radiografer; 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/ 

MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan 

Komite Medik di Rumah Sakit; 

25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi; 

26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Tenaga Perekam Medis; 

27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas 

Rumah Sakit; 

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 



29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 

Kefarmasian di Rumah Sakit; 

30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi 

Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian; 

31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Profesi 

Fisioterapi; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Keselamatan Pasien; 

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban 

Pasien; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1213); 

36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/ 

SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Rumah Sakit; 

37. Peraturan Walikota Semarang Nomor 52 Tahun 2008 

tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2008 Nomor 52); 

38. Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Peraturan Internal Rumah  Sakit (Hospital By 

Laws) Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T 
Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2019 Nomor 7); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 

2019 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT   

(HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG. 

 

 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum 

Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang 

Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka 

baru yakni angka 3A, angka 23 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka 

baru yakni angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai betrikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota Semarang ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Semarang. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 

3A.   Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.  

4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan 

yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif. 

5. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang 

dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya 
penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan, dan 

pelayanan rujukan. 

6. Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang 
yang selanjutnya disebut RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang 

adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Kelas B 

Pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan, 
dan penelitian kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari 

pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan 

kemampuannya. 

7. Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota 
Semarang yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah 

Daerah. 

8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T 

Wongsonegoro Kota Semarang. 

9. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) adalah peraturan 

dasar yang mengatur tatacara penyelenggaraan rumah sakit, meliputi 

Peraturan Internal Korporasi (Corporate By Laws), Peraturan Internal 
Staf Medis (Medical Staff By Laws) dan Peraturan Internal Staf 

Keperawatan (Nursing Staf By Laws). 

10. Peraturan Internal Korporasi (Corporate By Laws) adalah aturan yang 
mengatur agar tata kelola korporasi (corporate governance) 

terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara 

Pemilik, Pengelola, Komite Medik, dan Komite Keperawatan di rumah 

sakit. 



11. Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) Rumah Sakit 
Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang adalah aturan 

yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga 

profesionalisme staf medis di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T 

Wongsonegoro Kota Semarang. 

12. Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing Staf By Laws) Rumah 

Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang adalah 

peraturan tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme staf 
keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro 

Kota Semarang. 

13. Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. 

14. Direksi adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertugas dalam 

pengelolaan rumah sakit yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

15. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi 

spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit 

pelayanan rumah sakit. 

16. Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah 

kelompok dokter dan/atau dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau 

dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui 
serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan 

profesi masing-masing di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T 

Wongsonegoro Kota Semarang. 

17. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf 

medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu yang 

dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment). 

18. Penugasan Klinis (clinical appointment) adalah penugasan Direktur 
kepada seorang staf medis untuk melakukan pelayanan medis di 

Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang 

berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya. 

19. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk 

menentukan kelayakan diberi kewenangan klinis (clinical privilege). 

20. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah 
memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan 

kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. 

21. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu 

pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan 

rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis. 

22. Mitra bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan 

reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal 

yang terkait dengan profesi medis. 

23. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat rumah sakit yang 

bertugas melakukan Pemeriksa dan pengendalian internal Rumah 

Sakit Umum Daerah. 

24. Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat 

pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani 

masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk 

menjadi sehat. 



25. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah 
dokumen rencana anggaran tahunan Rumah Sakit Umum Daerah 

K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, yang disusun dan disajikan 

sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.  

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai betrikut: 

Pasal 10 

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas: 

a. memantau perkembangan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah 

K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang; 

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan Rumah 

Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dan 

memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk 

ditindaklanjuti oleh Direksi Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T 

Wongsonegoro Kota Semarang; 

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari 

hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah; 

d. memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibannya;  

e. memberikan pendapat dan saran Walikota mengenai: 

1. RBA yang diusulkan oleh Direksi; 

2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Rumah 

Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang; 

dan 

3. kinerja Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro 

Kota Semarang. 

(2)  Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)     

huruf b, meliputi: 

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan; 

b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya; 

c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan 

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai 

pengeluaran. 

(3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, meliputi: 

a. perspektif pelanggan; 

b. proses internal pelayanan; 

c. pembelajaran; dan  

d. pertumbuhan. 

(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota secara berkala paling sedikit 

1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 

3. Pasal 11 dihapus. 

4. Pasal 12 dihapus. 

 

 



5. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai betrikut: 

Pasal 13 

(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.  

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan masa kerja 

5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 

jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam 

puluh) tahun.  

(3) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling 

tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli 

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota karena: 

a. meninggal dunia; 

b. masa jabatan berakhir; atau 

c. diberhentikan sewaktu-waktu.  

(5) Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Walikota secara 

berkala minimal setahun sekali. 

(6) Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, 

apabila berdasarkan kenyataan anggota tersebut: 

a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; 

b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan tentang Pendirian  Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. 

Wongsonegoro Kota Semarang; 

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan  Rumah Sakit Umum 

Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang; dan 

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan 

pidana, kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan 

tugasnya melaksanakan pengawasan Rumah Sakit. 

 

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai betrikut: 

Pasal 14 

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah maksimal 5 (lima) orang 

terdiri dari unsur: 

a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi urusan kesehatan; 

b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan 

keuangan daerah; dan 

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang dapat berasal dari tenaga 

profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, 

kegiatan dan layanan kesehatan. 

(2) Persyaratan menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah: 

a. sehat jasmani dan rohani; 

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, 

perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 

mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. 

Wongsonegoro Kota Semarang; 



c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi Rumah 

Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang; 

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 

f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu); 

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. 

h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau 

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha 

yang dipimpin dinyatakan pailit; 

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah 

atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. 

 

7. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai betrikut: 

Pasal 15 

(1) Ketua Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.  

(2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, 

Walikota Semarang dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan 

Pengawas atas beban Rumah Sakit.  

(3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka 

membantu kegiatan Dewan Pengawas, sedangkan Sekretaris Dewan 

Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.  

(4) Tugas Ketua Dewan Pengawas adalah: 

a. memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas; 

b. memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan 

tata cara yang tidak di atur dalam peraturan Internal (Hospital By 

laws} melalui Rapat Dewan Pengawas; 

c. bekerja sama dengan Direksi untuk menangani berbagai hal 

mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan 

Pengawas. Bilamana rapat Dewan Pengawas belum dapat 

diselenggarakan, maka ketua dapat memberikan wewenang pada 

Direktur  untuk mengambil segala tindakan yang perlu sesuai 

dengan situasi saat itu; dan 

d. melaporkan pada rapat rutin berikutnya perihal tindakan yang 

diambil sebagaimana dimaksud pada huruf c, disertai dengan 

penjelasan yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut 

diambil. 

 

8. Ketentuan huruf h Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai betrikut: 

Pasal 20 

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro 

Kota Semarang terdiri dari: 

a. Direktur; 

 



 

b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 

1. Kepala Bagian Tata Usaha 

a) Kepala Sub Bagian Kepegawaian; 

b) Kepala Sub Bagian Umum. 

2. Kepala Bagian Keuangan 

a) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; 

b) Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Akuntansi. 

3. Kepala Bagian Pengembangan dan Informasi 

a) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi; 

b) Kepala Sub Bagian Pemasaran dan Informasi. 

c. Wakil Direktur Pelayanan 

1. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik 

a) Kepala Seksi Pelayanan Medik; 

b) Kepala Seksi Penunjang Medik. 

2. Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik 

a) Kepala Seksi Keperawatan; 

b) Kepala Seksi Penunjang Non Medik. 

d. Komite Medik; 

e. Komite Keperawatan; 

f. Komite Tenaga Kesehatan Lain; 

g. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit; 

h. Satuan Pengawas Internal; 

i. Komite PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien); 

j. Komite PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi); 

k. Instalasi; 

l. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

m. Staf Medis Fungsional. 

 

9. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai betrikut: 

Pasal 35 

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20    

huruf h dibentuk oleh Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota 

Semarang yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian 

internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh 

lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat 

di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. 

(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 

pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Direktur. 

(3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggungjawab langsung kepada Direktur. 

(4) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

mempertimbangkan: 

a. keseimbangan antara manfaat dan beban; 

b. kompleksitas manajemen; dan 

c. volume dan/atau jangkauan pelayanan. 



 

(5) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Satuan Pengawas Internal, 

antara lain: 

a. sehat jasmani dan rohani; 

b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang 

baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 

mengembangkan BLUD; 

c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

d. memahami tugas dan fungsi BLUD; 

e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD; 

f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3); 

g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; 

h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 

(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; 

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang 

merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; 

j. tidak sedag menjalani sanksi pidana; dan 

k. mempunyai sikap independen dan obyektif. 

(6) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Semarang. 

    

 

  Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 31 Desember 2019 

 WALIKOTA SEMARANG, 

 

   ttd 

      HENDRAR PRIHADI 

   

 
  

 
  

Diundangkan di Semarang  

pada tanggal 31 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, 

 

 

                       ttd 
               ISWAR AMINUDDIN 
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